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ABSTRAK

Presiden sebagai lembaga eksekutif turut berbagi kekuasaan dalam bidang legislasi
bersama dengan DPR. Hal ini adalah sebuah bentuk dari penerapan prinsip check and balances
yang tujuannya agar terwujud mekanisme saling kontrol diantara lembaga eksekutif dan
lembaga legislatif. Dalam bidang legislasi presiden memiliki kewenangan dalam hal
mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, membuat peraturan presiden
(PERPREYS), ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama dengan DPR,
dan mengesahkan rancangan undang-undang yang akan menjadi undang-undang. hal ini juga
telah disebutkan oleh UUD 1945 pada Pasal 5 ayat (1) (2) dan Pasal 20 ayat (2),dan (4).

Kewenangan presiden untuk mengesahkan rancangan undang-undang telah disebutkan
dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945. Akan tetapi dalam kasus revisi undang-undang KPK
tersebut presiden menolak untuk menandatangi rancangan undang-undang tersebut sehingga
Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
diundangkan tanpa pengesahan presiden. Bukan hanya revisi undang-undang KPK saja yang
tidak disahkan oleh presiden karena sebelumnya ada 5 (lima) undang-undang yang tidak
disahkan oleh presiden, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-
Undang No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Undang-Undang
No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 20019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang No. 17 Tahun 2019 tentang MD3. Pada penelitian ini ada dua fokus permasalahan yang
akan diteliti, yaitu bagaimana sejarah terbentuknya komisi pemberantasan tindak pidana
korupsi dan bagaimana dan bagaimana pandangan siydsah tasyri’iyyah terhadap
pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke-Dua Atas
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi tanpa pengesahan presiden.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka
(library research) salah satu penelitian yang berbicara banyak dengan buku-buku, arsip-arsip,
dokumen-dokumen tua, jurnal, catatan-catatan, dokumentasi-dokumentasi film-fotografi,
monografi, dokumentasi-dokumentasi statistic, diaries, surat-surat, dan lain-lain. Sedangkan
penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data,
kemudian mendiskripsikan, mengklarifikasi, dan ‘menganalisis persoalan yang berkaitan
dengan permasalahan yang akaniditeliti secara mendalam dan komprehensif.

Hasil dari penelitian-ini adalah bahwa Berdasarkan pada konsep sivdasah tasyri’iyyah,
pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke-Dua Atas Undang-
Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbeda
dengan konsep siydsah tasyri’iyyah. Karena, sikap presiden yang tidak menandatangani
rancangan undang-undang tersebut berbeda dengan pemikiran salah satu ulama kontemporer
islam yaitu al-Maududi tentang legislasi (siydsah tasyri’iyyah). Sehingga penetapan hukum
berdasarkan konsep siydsah tasyri’iyyah berbeda dengan penetapan legislasi yang ada di
Indonesia.

Kata Kunci : pengesahan presiden, undang-undang, siydsah tasyri’iyyah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain.
Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab
ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi
ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987

tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
! Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< bad’ B Be
< ta’ yr Te
& §a’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal 7z zet (dengan titik di atas)
B ra’ R Er
B Zai yA Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L ta’ T te (dengan titik di bawah)
L & Z zet (dengan titik dibawah)
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‘ain ¢ koma terbalik (di atas)
Gain G ge dan ha
— fa’ F Ef
K Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam & El
e Mim M Em
O Ndn N En
E) Wawa W We
2 ha’ H Ha
3 Hamzah 3 Apostrof
P ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah
Jé 5 Ditulis Nazzala
i Ditulis Bihinna
Ta’ Marbutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
LN Ditulis Hikmah
il Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal
lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka

ditulis dengan h.
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sCL Y14 % Ditulis Karamah al-auliy’

3. Bilata’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis

t atau h.
Py Ditulis Zakah al-fitri
D. Vokal
Ditulis A
Fathah
Jad Ditulis Fa’ala
Kasrah Ditulis [
5
Ditulis Zukira
Ditulis U
G, Dammah
Ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
1 Fathah + alif Ditulis A
Pt Ditulis Fala
2 Fathah + ya’ mati Ditulis A
i Ditulis Tansa
3 Kasrah + ya’ mati Ditulis |
(s Ditulis Tafshil




4 Dammah + wawu Ditulis U
mati
Ditulis Ustl
sl
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
1
Ryl Ditulis az-zuhaili
Fathah + wawu mati Ditulis Au
2
S Ditulis ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

Fil Ditulis A’antum
el Ditulis U’iddat
R Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Bila diikuti:huruf gomariyyah ditulis.dengan.-menggunakan huruf “1”
LAl Ditulis Al-Qur’an

] Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

A Ditulis As-Sama’




il Ditulis Asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

g Al Ditulis Zawi al-furtid

SHEIERA Ditulis Ahl as-sunnah

Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal
nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan hurufawal

kata sandangnya. Contoh:

ol 48 J 3 sl laa ) 55 Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1 Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat,dan

sebagainya.
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2 Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris. Figh Jinayah dan
sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri
Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan,

Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.

Xii



MOTTO

“Sebaik-Baiknya Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat
Bagi Orang Lain”.

(HR. Ahmad)

“Tidak Penting Seberapa Lambat Anda Melaju, Selagi
Anda Tidak Berhenti”.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden sebagai lembaga eksekutif turut berbagi kekuasaan dalam bidang
legislasi bersama dengan DPR. Hal ini adalah sebuah bentuk dari penerapan prinsip
check and balances yang tujuannya agar terwujud mekanisme saling kontrol diantara
lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Dalam bidang legislasi presiden memiliki
kewenangan dalam hal mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, membuat
peraturan presiden (PERPRES), ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-
undang bersama dengan DPR, dan mengesahkan rancangan undang-undang yang akan
menjadi undang-undang. hal ini juga telah disebutkan oleh UUD 1945 pada Pasal 5
ayat (1) (2) dan Pasal 20 ayat (2),dan (4).

Salah satu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar
yang berlaku di-Indonesia-adalah undang-undang. Sementara-itu, pengertian undang-
undang sendiri sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 Wndan-Undang adalah peraturan perundang-undangan
yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama

dengan Presiden.!

! Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
Pasal 1 Angka 3.



Selama ini UUD 1945 mengalami empat kali perubahan hal itu terjadi karena
banyak Pasal yang di anggap perlu atau urgen untuk di rubah. Arus perubahan besar
melanda sistem ketatanegaraan Indonesia, perubahan terjadi dalam proses dan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk perihal hubungan kerja antar lembaga
tinggi negara maupun beberapa pasal yang mengatur kekuasaan Presiden dan DPR,
utamanya dalam membentuk undang-undang mengalami perubahan besar. Pada
perubahan pertama UUD 1945, MPR menyepakati perubahan 9 pasal dan 13 ayat yaitu
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 20, dan 21 terdiri dari tiga materi pokok yakni Bab tentang
Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab tentang Kementerian Negara, Bab tentang

Dewan Perwakilan Rakyat.?

Banyak kalangan yang menduga bahwa perubahan beberapa pasal ini yang
secara langsung berkaitan dengan kekuasaan Presiden yang sangat besar tanpa
mekanisme chack and balances yang memadai. Oleh karena itu, yang sangat
diprioritaskan dalam perubahan pertama UUD 1945 ini adalah mengurangi dan dan
membatasi kekuasaan Presiden.® Tidak dapat: dipungkirijika di lihat dari hasil
perubahan UUD tersebut bahwa lembaga kepresidenan dan lembaga perwakilan rakyat

adalah target utama dalam amandemen.

2 Ni'matul Huda, “Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan
UUD 1945”, (FH UII press, 2003), him. 17.

% 1bid, him. 18



Transformasi UUD 1945 menghasilkan konstitusi bercirikan Legislatif heavy
(lebih tepat lagi DPR heavy) bukan lagi MPR heavy maupun executive heavy.
Pergeseran dari executive heavy menjadi DPR heavy kian nyata karena kekuasaan
membuat undang-undang tidak lagi berada di tangan Presiden melainkan di tangan
DPR, Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang. Hal ini tegas

dirumuskan dalam pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945.*

Perdebatan atas kemunculan Pasal 20 Ayat (5) diawali pada persidangan
perubahan pertama UUD 1945 tepatnya dalam Rapat ke 1 Panitia Ad Hoc I11 BP MPR
yang digelar 7 Oktober 1999. Belum lagi tiba pada poin pembahasan kekuasaan DPR
namun oleh karena pada saat itu hasrat memberdayakan DPR begitu menggelora baru
sampai tahap pembicaraan kekuasaan Presiden (Pasal 5 UUD 1945) perdebatan
mengenai pembuatan kekuasaan Presiden di bidang legislasi sudah dimulai. Masalah
kKian tajam karena dorongan kuat membatasi kekuasaan Presiden dalam pembentukan

undang-undang.®

Salah- satu. pasal- yang : krusial yang sampai - sekarang - masih menjadi
perdebadatan diantara para pakar hukum tata negara adalah Pasal 20 ayat (4) dan (5)
UUD 1945 setelah mengalami beberapa™ kali™ perubahan dalam pasal tersebut

memunculkan konsekuensi sharing of legslatif power dimana keabsahan undang-

4 Fajar Laksono, “Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden”, (Yogyakarta:
Ul Press, 2006), him. 7.
® lbid., hIm. 79



undang didasarkan pada persetujuan bersama antara Presiden dan DPR akan tetapi
setelah tiga puluh hari undang-undang tidak disahkan atau di tandatangani oleh
presiden maka undang-undang tersebut berlaku secara otomatis dan di haruskanuntuk

diundangkan dalam Lembaran Negara.

Sesungguhnya masalah tidak perlu muncul jika rumusan Pasal 20 berhenti pada
ayat (4) saja. Karena bagaimanapun Pasal 20 ayat (4) menjadi klausul pengunci yang
menutup peluang Presiden untuk bertindak lain kecuali mengesahkan rancangan
undang-undang yang telah disetujui bersama DPR menjadi undang-undang. Namun
kemudian disepakatinya rumusan ayat (5) justru membuka peluang Presiden
melakukan tindakan tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui

bersama DPR.°

Beberapa bulan yang lalu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan di Jakarta pada tanggal 17
Oktober 2019 oleh PLT. Menkumham Tjahjo Kumolo. Undang-undang tersebut
ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.7 Hal

tersebut terjadi setelah dalam jangka waktu 30 hart Presiden tidak membubuhkan

® 1bid., him. 10

"https://www. jogloabang.com/pustaka/uu-19-2019-perubahan-kedua-uu-30-2002-kpk.
Diakses 21 Desember 2020
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tandatangan untuk mengesahkkan rancangan undang-undang yang telah disepakati

dalam rapat paripurna.

Kewenangan presiden untuk mengesahkan rancangan undang-undang telah disebutkan
dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 bahwa “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang
yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”. Akan tetapi dalam kasus revisi
undang-undang KPK presiden menolak untuk menandatangi rancangan undang-undang
tersebut sehingga Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

diundangkan tanpa pengesahan presiden.

Bukan hanya undang-undang KPK saja yang tidak ditandatangani oleh presiden
karena sebelumnya sudah ada lima undang-undang yang tidak disahkan oleh presiden,
yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 25
Tahun 2002 tentang Pembentukan Privinsi Kepulauan Riau, Undang-Undang No. 18
Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Tentunya Hal ini adalah suatu hal
yang membingungkan bagi lembaga kementerian yang harus mengundangkan tanpa
perintah dari Presiden atau tidak mengundangkan karena secara tidak langsung

Presiden tidak memberi perintah terhadap undang-undang tersebut.

Pasal 20 Ayat (5) ini memperlihatkan bahwa bunyi dari pasal tersebut

mengabaikan fungsi presiden dalam bidang pengesahan rancangan undang-undang,



atau mungkin tindakan Presiden tersebut dapat dikatakan melanggar konstitusi.
Karena secara tidak langsung tindakan Presiden tersebut telah mengabaikan aturan
yang telah disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (4). Dengan adanya perubahan pasal dan
ayat di dalam UUD 1945 tersebut tentunya akan menimbulkan sebuah pertanyaan
apakah tindakan Presiden yang tidak membubuhkan tandatangan tersebut dibenarkan

dalam prinsip-prinsip Hukum Tata Negara.

Oleh karena itu, dilihat dari uraian yang telah disampaikan diatas maka penulis
melihat pentingnya penelitian dan pembahasan lebih mendalam mengenai
“Pemberlakuan Undang-Undang Tanpa pengesahan Presiden Perspektif Siyasah
Tasyri’iyyah (Studi Kasus Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Ke-Dua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi)”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan-latar belakang diatas dan untuk mempertegas arah pembahasan
masalah utama diatas, maka penulis menemukan beberapa merumuskan masalah yang

akan di bahas dalam penelitian.ini, adalah:

1. Bagaimana sejarah perkembangan lembaga komisi pemberantasan tindak pidana
korupsi?
2. Bagaimana pandangan siydsah tasyri’iyyah terhadap pemberlakuan Undang-

Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke-Dua Atas Undang-Undang



No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa
pengesahan presiden ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan lembaga komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan siydsah tasyri’iyyah terhadap
pemberlakuan undang-undang tanpa pengesahan presden.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran dan informasi untuk mengembangkan wawasan keilmuan
khususnya pada bidang hukum tata Negara.

b. Kegunaan Praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan yang
bermanfaat dan dapat' memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang
pemebrkaluan undang-undang tanpa pengesahan seorang presiden.

D. Telaah Pustaka

Penyusun menyadari bahwa tema dalam penelitian ini bukan yang pertama

atau satu-satunya yang diangkat dalam sebuah penelitian. Untuk mengantisipasi



adanya kesamaan atau plagiasi, dan menjamin keabsahan serta keaslian penelitian,
penyusun mendapat beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji dan mem
bahas terkait dengan tema dalam penelitian ini. Namun pada fokus permasalahan
yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perbedaan penelitian
ini dengan penelitian sebelumnya. Penyusun menemukan beberapa penelitian yang

berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Agnes Fitryantica dengan judul
“Efektifitas Kewenangan Presiden Dalam Pembahasan Rancangan Undang-
Undang Menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945”. Dan hasil penelitian ini adalah bahwa kehadiran presiden dalam
pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR tidak urgen. Karena
Prsiden mempunyai banyak tugas Negara yang dilaksanakan. Meskipun presiden
sebagai pelaksana dari Undang-Undang. Dan kewenangan Presiden dalam
pembahasan Undang-Undang bersama dengan DPR Pasal 20 Ayat (2) Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tetap terbukti efektif, sekalipun
kenyataannya Presiden tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut. Sebab
kendatipun Presiden tidak pernah hadir, Presiden diwakili oleh Menteri-Menteri
terkait yang paham dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang yang

dibahas bersama DPR.8

8 Agnes Fitryantica, “Efektifitas Kewenangan Presiden Dalam Pembahasan Rancangan
Undang-Undang Menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Than 1945,
Skripsi Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).



Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Algi Aulalangi dengan judul
“Penandatanganan atau Pengesahan Presiden Terhadap Undang-Undang (Tinjauan
Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945)”. Isi dari skripsi ini membahas tentang Pasal 20 Ayat
(5) UUD 1945 memunculkan dua tafsir menenai berlakunya atau sahnya rancangan
undang-undang menjadi undang. Pertama, saat Presiden mengesahkan rancangan
undang-undang tersebut. Kedua, jika tidak disahkan oleh Presiden maka shnys
adalah 30 hari sejak persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat
paripurna. Kemudian menjadi permakluman ada atau tidak adanya pengesahan
Presiden rancangan undang-undang tetap sah dan wajib diundangkan. Kemudian

diperkuat dengan isi Pasal 73 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. °

Ketiga, Jurnal karya Daniel Susilo dan Mohammad Roesli dengan judul
“Konsepsi Kekuasaan Legislasi Presiden Dalam Undang-Undang Dasar 1945”.
Jurnal ini berisi tentang Pengaturan kekuasaan legislasi Presiden sesudah
perubahan UUD 1945 belum ‘sesuai dengan prinsip sistem pemerintahan
presidensial ‘yang ‘memisahkan 'secara tegas cabang kekuasaan eksekutif dan
legislatif = dalam  sistem kekuasaan negara sebagai implementasi gagasan
pembatasan kekuasaan dan prinsip kedaulatan rakyat. Kekuasaan legislasi Presiden

sesudah perubahan UUD 1945 dapat melemahkan fungsi legislasi DPR,

® Algi Aulalangi, “Penandatanganan atau Pengesahan Presiden Terhadap Undang-Undang
(Tinjauan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945)”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2018).
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menciptakan ketidak seimbangan antara eksekutif dan legislatif, dan menghambat

terwujudnya undang-undang yang sesuai dengan kehendak rakyat.°

Keempat, Jurnal karya Putera Medea dengan judul “Kekuasaan Presiden RI
Dalam Bidang Legislatif Setelah Amandemen UUD 1945”. Penelitian ini berisi
tentang sebelum perunahan (amandemen) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia 1945 Presiden merupakan lembaga yang memegang kekuasaan
membentuk undang-undang. Sedangkan sesudah amandemen Undang-Undang
Dasar 1945 Presiden masih dilibatkan dalam kekuasaan legislatif atau kekuasaan
membentuk undang-undang antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat harus
secara Proporsional baik wewenang, kewajiban dan hak masing-masing. Sehingga
dapat menimbulkan efek checks and balances bagi kedua lembaga tinggi Negara

tersebut.**

Kelima, jurnal karya Solikhatun Septia Pradini dengan judul “Analisis
Yuridis Kekuasaan Presiden dalam Membentuk Undang-Undang Sebelum dan
Sesudah -Amandemen Undang-Undang Dasar i Tahun 1945’ Penelitian ini
menjelaskan tentang bahwa pembuatan undang-undang sangatlah berpengaruh

besar, dalam pembentukan undang-undang. ‘Hal ini bisa dilihat dari masa

10 Daniel Susilo, Mohammad Roesli, “Konsepsi Kekuasaan Legislasi Presiden dalam Undang-
Undang Dasar 19457, Jurnal Yustitia Vol. 2 No. 2, Desember 2018.

11 Putera Medea, “Kekuasaan Presiden RI Dalam Bidang Legislatif Setelah Amandemen UUD
19457, Jurnal Lex Administratum Vol.I/No.2/April-Juni/2013.
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pemerintahan Orde Baru (Soeharto), kekuasaan Eksekutif membuat undang-
undang ada ditangan Presiden yang dipandang sebagai permulaan terjadinya
executive heavy kearah legislative heavy. Oleh sebab itu dikarenakan dilihat dari
hal tersebut dari pergeseran kekuasaan Presiden berhak mengajukan rancangan
undang-undang dan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 maka kekuasaan legisltif ada

ditangan DPR dengan persetujuan dari Presiden.*?

E. Kerangka Teoritik
1. Siyasah Tasyri’iyyah

Dalam kajian Fikih Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut
sebagai al-Sulthah al-Tasyri'iyyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam
membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fikih, istilah ini digunakan
untuk menunjukan salah satu kewenangan dalam pemerintahan Islam dalam hal
pengaturan masalah kenegaraan disamping al-Sulthah al-Qadha’iyah
(yudikatif) dan as-Sulthah' al-Tanfidziyah' (eksekutif). ‘Dalam konteks ini, al-
Sulthah al-Tasyri tyyah berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam.
Untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh

masyarakat berdasar pada ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT.*3

12 Solikhatun Septia Pradini, Analisis Yuridis Kekuasaan Presiden dalam Membentuk Undang-
Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Citizenship, Vol. 1,
Juli 2011.

13 Muhammad Igbal, Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya
Media, 2014), him. 62.
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Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, T.M Hasbi ash-Shiddigie

membagi ruang lingkup fikih siyasah menjadi delapan yakni:

1.

Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah (kebijakanaan tentang
peraturan perundang-undangan).

Siyasah tasyri’iyyah Syariyyah (Kebijakan tentang penetapan
hukum).

Siyasah Qadla’iyyah Syar iyyah (kebijakan peradilan).

Siyasah Maliyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan tentang ekonomi
dan moneter).

Siyasah Idariyyah Syar'iyyah kebijaksanaan administrasi
Negara).

Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah

(kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).

Dalam hal pembagian kekuasaan di Indonesia, lembaga legislatif

(al-Sulthah al-Tasyi tyyah) di pegang oleh DPR. Akan tetapi, yang perlu

diperhatikan bahwa kekuasaan legislasi di Indonesia tidak hanya dipegang

oleh DPR saja, melainkan di Indonesia juga di pegang oleh lembaga

eksekutif, Hal ini dikarenakan Indonesia tidak membuat pemisahan

4 1bid., him. 15
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kekuasaan secara tegas mengenai kewenangan lembaga eksekutif untuk

membuat produk hukum.

Oleh karena itu, siydsah tasyri’iyyah (kebijaksanaan dalam
menetapkan hukum) tidak hanya membicarakan tentang lembaga legislatif
dalam lingkup tata Negara Indonesia. Melainkan juga mencakup lembaga
eksekutif. Hal demikian tidak menjadikan siydsah tasyri’iyyah, yakni
kebijakan dalam menetapkan hukum sebagaimana yang disebutkan oleh
Hasbi hanya mencakup DPR semata, melainkan juga eksekutif karena

memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam proses legislasi.

Dalam Islam, kekuasaan menetapkan hukum merupakan wewenang
mutlak Allah SWT yang di titipkan kepada Nabi untuk di sampaikan kepada
umat-Nya. Akan tetapi dalam suatu kajian ilmu fikih siyasah, lembaga
tasyri” memiliki kewenangan untuk membuat hukum yang diberlakukan
kepada masyarakat yang berdasarkan pada ajaran Islam. Oleh karena itu,
Siyasah tasyri’'iyyah sebagai politik legislasi dalam Islam harus berpegang
pada ajaran Islam sebagai acuan dalam pembuatan peraturan perundang-

undangan.

Hal ini telah ditetapkan oleh Allah SWT. Lewat asas-asas tasyri-
Islam yang berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, untuk mewujudkan

kemaslahatan bagi manusia dan mewujudkan keadilan yang merata. Asas-
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asas inilah yang akan digunakan dalam melakukan analisis terhadap
kewenangan Presiden dalam Pengesahan Undang-Undang No. 19 Tahun
2018 Tentang Perubahan Ke Dua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

Tentang KPK.

2. Teori Check and Balances

Prinsip check and balances merupakan prinsipketatanegaraan yang
menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sama-sama
sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan Negara dapat
diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga
penyalah gunaan kekuasan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun
pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga
Negara dapat dicegah ditanggulangi.*

Mekanisme check and balances dalam suatu demokrasi merupakan
hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari
penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi, atau
juga untuk mengindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun

institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu

15 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
him. 61
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dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa
saling mengisi.®

Prinsip tersebut mulanya merupakan prinsip yang diterapkandalam
sistem ketatanegraan Amerika Serikat, dimana sistem ketatanegaraan yang
dimaksud memadukan antara prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip
check and balances. Kekuasaan Negara dibagi atas kekuasan legislatif,
eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang
berbeda-beda tanpa adanya kerjasama satu sama lain, sedangkan dengan
check and balances, antara satu lembaga dan lembagalain terdapat
keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling control. Prinsip check and
balances tidak dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan.

Prinsip check and balances ini dapat dioperasionalkan melalui cara-
cara sebagai berikut:!’

a Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada

lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif;
b. Upaya hukum impeachment lembaga yang satu terhadap

lembaga lainnya;

16 Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2006), him. 89.

17 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern, (Bandung: Refika Aditama, 2009), him. 124.
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¢ Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga
Negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh legislative;
d Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga
pemutus perkara.
F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research),
yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan melakukan kajian
terhadap (berbagai macam) literature dan sumber-sumber lainnya. Dengan
kata lain, penelitian ini mengumpulkan data atau informasi dari hasil
penelaahan yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan yang ada yang
relevan dengan tema penelitian.*® Yaitu membahas tentang Pemberlakuan
Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke-Dua Atas
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK tanpa pengesahan

presiden.

2.7 Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini bersifat ‘deskriptif-analisis.. Deskriptif-analisis
adalah mengumpulkan data-data, kemudian mendiskripsikannya,

mengklasifikasikannya dan menggambarkan, menguraikan data yang

18 Ishag, Metode Penelitain Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, cet. Ke-1
(Bandung: Alfabeta, 2017), him. 97.



17

tampak berkaitan dengan tema yang diteliti. Kemudian menganalisisnya
secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh fakta di balik
fakta tersebut.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis
dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu
melalui hukum doktriner yang dilakukan dalam penelitian untuk mendapat
dasar pemikiran, dalam perumusan konsep yaitu dengan mengumpulkan
data-data yang bersumber dari buku-buku hukum, buku-buku penemuan
hukum.?® Artikel-artikel dan jurnal yang berhubungan dengan tema dari
penulisan sekripsi ini, dalam hal ini mengenai pemberlakuan Undang-
Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang No.
30 Tahun 2002 tentang KPK tanpa pengesahan presiden.
4. Teknik Pengumpulan data
Teknik -pengumpulan-data merupakan cara -mengumpulkan data
yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya

cara,mengumpulkan.data dapat.menggunakan teknik: wawancara

19 Nyoman Khuta Ratna, Metodologi Penelitian (Kajian Budaya Dan limu Sosial Humaniora
Pada Umumnya), cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 338.

20 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), him. 9.
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(Interview), angket (Questionnaire), pengamatan (Observation), studi
dokumen, dan Focus Grup Discussion (FGD).%

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik
pengumpulan data berupa studi dokumen. Data diperoleh dengan cara
membaca, menganalis dan mengkayji data dari data primer maupun skunder.
Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, undang-undang,
jurnal, dan berita-berita yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan

ditulis.

5. Sumber Data

a. Data Primer
Data primer adalah data utama yang akan digunakan dalam penelitian
ini yaitu berupa perundang-undangan, yang digunakan adalah Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 19
Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. “Data Sekunder
Data sekunder adalah data-data yang dirasa dapat mendukung dalam
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, baik berupa buku-buku

hukum, undang-undang, dokumen-dokumen, tesis, disertasi, jurnal

21 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya IImiah), (Jakarta:
Kencana, 2013), him. 138.
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ilmiah, artikel dan juga sumber data lain yang berkaitan dengan judul
penelitian.
6. Analisis Data
Adapun analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
data kualitatif dengan cara mengumpulkan data-data secara deskriptif dan
sistematis, yang kemudian diolah secara mendalam dengan menggunakan
teori siydasah tasyri’iyyah untuk memecahkan permasalahan yang telah
ditemukan oleh penulis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penyusunan skripsi ini dan untuk memberikan
gambaran secara rinci pokok pembahasan, penulis menyusun skripsi ini
menjadi beberapa bab dan sub-sub bab dengan sistematika yang telah dirinci

sebagai berikut:

Bab satu, adalah pendahuluan yang menggambarkan seluruh
pembahasan yang. berisi Jlatar. belakang masalah, rumusan.masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan sistematika
pembahasan-yang dapat ‘memberikan gambaran pada penelitian yang penulis

lakukan.
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Bab kedua, berisi tentang gambaran tentang konsep teori yang akan
digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu chack and balances dan siyasah

tasyri’iyyah.

Bab ketiga, membahas proses legislasi dan syarat sahnya yang berisi
tentang tahapan-tahapan pembuatan undang-undang yang di mulai dengan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan,
menjelaskan syarat sahnya sebuah undang-undang, dan latarbelakang beserta

alasan revisi undang-undang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bab keempat, membahas tentang sejarah pembentukan lembaga
pemberantasan tindak pidana korupsi dan analisis konsep siyasah
tasyri’iyyah terhadap pemerlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019
Tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK

tanpa pengesahan presiden.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan

saran dari permasalahan yang. di bahas dalam skripsi.ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1 sejarah pemberantasan korupsi sudah lama dilakukan oleh Negara Indonesia, yaitu
sejak pemerintahan orde lama hingga saat ini. Berbagai upaya dan startegi sudah
diupayakan dalam pemberantasan korupsi salah satunya adalah penetapan peraturan
perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi. Bukan hanya pemerintah saja
bergai tokoh juga ikut andail dalam upaya pemberantasan korupsi. Akan tetapi dengan
banyaknya aturan perundangan dan badan anti korupsi justru semakain banyak kasus
korupsi. Pemberantasan korupsi ada beberapa tahap. (1) masa Orde Lama, lahirlah
komisi pemberantasan korupsi yang disebut dengan PARAN (Panitia retooling aparatur
Negara) dan operasi budhi yang diketuai oleh jendral. A.H. Nasution, namun pada
akhirnya paran di bubarkan kerena tidak mengahsilkan apa-apa. (2) masa Orde Baru,
berkat janji presiden Soeharto untuk membasmi korupsi sampai akar-akarnya
kemudian dibentukalh TPK (tim pemberantasan korupsi), Komisi Empat yang
dipimpin oleh Wilopo dan ORPSTIB (operasi-tertib). (3).masa Presiden B.J. Habibie,
berdasarkan oleh undang-undang no. 19 tahun 1999 dibentuklah beberapa badan anti-
korupsi, yaitu: KPKPN dan  KOMISI OMBUSDMAN. Kantetapi lembaga tersebut
tidak menunjukan kinerja yang efektif. (4) masa Presiden K.H. Abdurrahman Wachid,
gerakan pemberantasan korupsi diwujudnkan dengan nama TGPTPK (tim gabungan
pemberantasan tindak pidana korupsi) yang diketuai oleh Hakim Agung Andi Andojo
harus dibubarkan karena dinilai struktur kelembagaannya tidak lazim. (5) masa

Presiden Megawati, pada masa ini pemerintah membentuk KPK (komisi

85
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pemberantasan korupsi) melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dengan adanya
lembaga kpk ini mulai menunjukan kemajuan karena pada masa ini banyak pejabat dan
politisi yang diseret kepengadilan atas tuduhan korupsi. (6) masa Presiden Susilo
Bambang Yudoyono (SBY), selain melanjutkan lembaga KPK SBY juga membentuk
TimTasTipikor (tim pemberantas tindak pidana korupsi) berdasarkan Keppres N. 61
Tahun 2005. Namun pada akhirnya lembaga tipikor dibubarkan dan funsinya
dijalankan oleh lembaga peradilan umum. Sehingga, pembentuka lembaga anti korupsi
yang di mulai dari masa orde lama hingga sekarang mengalami banyak perubahan dan
kegagalan hingga pada akhirnya pada masa preiden megawati mulai mengalami
kemajuan dengan adanya lembaga KPK.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke-Dua Atas
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidan
Korupsi Tanpa Pengesahan Presiden sudah sesuai dengan sistem penetapan undang-
undang yang ada di Negara Indonesia hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 ayat (5) UUD
1945 dan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undang yang kemudian melegalkan sikap presiden tersebut.
Akan tetapi-hal tersebut berbeda dengan konsep siyasah-tasyrt iyyah dimana menurut
salah satu pemikiran ulama kontemporer islam yaitu al-Maududi tentang legislasi
(sivdsah tasyri’iyyah ) berpendapat-bahwa presiden sebagai kepala Negara memegang
kekuasaan yang sangat besar dalam hal legislasi, dimana kepala Negara adalah ketua
dari lembaga legislasi. Selain itu Maududi juga berpendapat bahwa kepala Negara tidak
harus mengikuti mengikuti keputusan legislatif, bila terdapat perbedaan antara kepala

Negara dan lembaga legislatif, maka keputusannya diserahkan kepada referendum.
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Bila referendum memihak ke kepala Negara maka lembaga legislatif harus dibubarkan.
Tapi kalau lembaga legislatif yang menang, kepala Negara tidak wajib untuk
mengikutinya. Oleh karena itu, berdasarkan dari pemikiran al-Maududi diatas
pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang tidak disahkan oleh presiden seharusnya rancangan
undang-undang tersebut tidak dapat dindangkan dalam Lembaran Negara untuk
dijadikan undang-undang. Sehingga, proses penetapan hukum di Negara Indonesia
berbeda dengan penetapan hukum berdasarkan konsep siyasah tasyri’iyyah.
B. Saran

1 Perlunya revisi kembali atas Pasal 20 ayat (5). Perubahan tersebut digunakan untuk
menata kembali kewenangan legislasi agar kewenangan diantara Presiden dan DPR
tidak terjadi tumpang tindih dalam kerangangka konsep presidensial. Kita dapat
mencontoh Negara Amerika Serikat dimana Presiden berhak menolak rancangan
undang-undang yang akan menjadi undang-undang. rancangan undang-undang
tersebut dikembalikan kepada congress beserta dengan pernyataan keberatannya yang
kemudian akan di kaji kembali oleh congress. Jika hal itu dilakukan masyarakat tidak
akan menganggap penofakan presiden untuk menandatangani rancangan undang-
undang-hanya untuk cari-aman agar tidak disalahkan oleh masyarakat.

2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat
peraturan  perundang-undangan seharusnya lebih mengutamakan nilai-nilai
kemaslahatan bagi masyarakat dalam membuat peraturan perundang-undangan.
Karena peraturan undang-undang yang telah diundangkan akan menjadi aturan yang

berlaku dalam masyarakat untuk menjalankan kehidupan bernegara. Bukan hanya
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mementingkan kepentingan perorangan atau kelompok tertentu saja. Diharapkan juga
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat bisa beran sesuai dengan

kewajibannya yaitu dapat mendengar dan menampung aspirasi masyarakyat.
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LAMPIRAN

A Lampiran |

1. Terjemahan

Bab | HIm | Fn Terjemahan

2 43 ” (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan
Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan
(permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan
pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu,
barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat
tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa
pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam
perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya
berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada
hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan
bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan
hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan
hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-
Nya vyang diberikan kepadamu, supaya kamu

bersyukur.”.

(Q.S'Al—Bagarah™: 185)
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